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PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN 
MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 

ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembiayaan proyek/kegiatan melalui 
penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu mengatur kembali tata cara pembiayaan 
proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara khususnya berkenaan dengan 
persiapan pembiayaan proyek/kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab 
masing-masing instansi dan unit terkait di Kementerian Keuangan 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 
No.44); PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92); PP No.7 Tahun 2015 (LN Tahun 
2015 No.8); PP No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); PMK No.206 /PMK.01/2015. 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan unit organisasi non eselon di 
lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang dipimpin oleh 
Direktur. LMAN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan, 
pemindahtanganan, konsultasi, penilaian, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, 
pengamanan, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan usaha di bidang aset negara 
serta penanganan hukum, pelaporan dan evaluasi manajemen aset negara. Dalam 
melaksanakan tugas dimaksud LMAN menyelenggarakan fungsi dianataranya: 1. 
pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, dan penilaian aset negara; 2. 
pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan aset negara; 3. perencanaan 
kebutuhan dan pengembangan usaha di bi dang manajemen aset negara; 4. pemberian 
bantuan hukum, pendapat hukum, dan penyiapan kontrak/perjanjian di bidang manajemen 
aset negara, serta pendokumentasian aset negara. Pada LMAN dapat dibentuk kelompok 
jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LMAN wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LMAN serta dengan instansi lain di 
luar LMAN sesuai dengan tugas masing-masing. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2015 dan diundangkan pada 
tanggal 16 Desember 2015. 

 
 
  
 


